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1.

bahwa dalam rangka percepatan peningkatan pelayanan bagi warga masyarakat di
lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, maka perlu adanya pengaturan Standar

Pelayanan Administrasi yang cepat, akurat, efisien dan efektif.

bahwa untuk kelancaran pelayanan administrasi dimaksud dipandang perlu adanya standar

pelayanan administrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor
4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-
undang D@rat Nomor 5 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota
Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor 1821)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



Menetapkan

KESATU :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarfg Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No 5679);

Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 No 95, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3461);

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4468);

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Standar Pelayanan Administrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Bandar Lampung Tahun 2024.

Standar Pelayanan Administrasi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar
Lampung meliputi ;

Pembuatan Pengantar Usulan Pensiun PNS

Pembuatan Pengantar Usulan Pensiun PNS Meninggal Dunia

Pengurusan Kenaikan Pangkat PNS Guru

Pengurusan Kenaikan Paingkat PNS Jabatan Struktural

Rekomendasi Izin Penelitian, PKL dan PPL

Rekomendasi Pindah Tugas / Mutasi PNS
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7. Pengantar Usulan Izin Belajar PNS

8. Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga PAUD, SD, SMP, Lembaga Non Formal LKP
dan PKBM

9. Pelayanan Informasi Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Paket A,
Bdan C

10.  Penerbitan Pergantian Surat Keterangan Kehilangan / Kerusakan Ijazah Pendidikan
Kesetaraan Paket A, B dan C

11.  Rekomendasi Pindah Rayon Siswa’

12.  Program Indonesia Pintar

13.  Sertifikasi Guru

14.  Penilaian Angka Kredit (PAK)

15.  Penerbitan Surat Keterangan Pengganti [jazah

16.  KTSP SD dan SMP

17.  Dapodik SD, SMP, PAUD DIKMAS

18.  Penyediaan Pembangunan Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi SD, SMP, Sarana dan
Prasarana

19. Rekomendasi Pembinaan Sanggar Seni, Pencatatan Sanggar Seni Alternatif,

Penetapan Situs Cagar Budaya Dan Lisensi Penetapan Warisan Budaya Benda Tak

Benda
KEDUA : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran
2024.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 2 Apil 202y

__KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

¥ A BANDAR LAMPUNG,

K. AFRI ANA, S.Pd.
0, pembiia F. I
< NIP. 19730425 200804 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Walikota Bandar Lampung (sebagai laporan)

2. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung

3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
4. Himpunan Keputusan.



STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

TAHUN 2024

1 Produk Pelayanan SURAT REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL SEKOLAH / LEMBAGA

1.  Surat permohonan izin pendirian dan operasional lembaga oleh ketua
Yayasan/Perkurnpulan/Badan Penyelenggara

2. Akta Notaris/Surat penetapan Badah Hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan atau
badan lain sejenis dari Kemenkurnham atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri
disertai Surat Keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk.

3. Data Pendidik/Guru sesuai dengan standar kompetensi dilampiri foto copy ijazah terakhir,

sertifikat pendukung dan KTP

Sk pengangkatan Kepala PAUD dan guru/pendidik

Rencana jadwal pembelajaran

Denah ruang dan peta lokasi

Radius/jarak antara lembaga PAUD berjarak 500 m

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Surat pemyataan tidak keberatan atas pendirian dan penyelenggaraan sekolah diketahui

oleh tetangga terdekat, ketua RT/RW lurah dan camat setempat

10. Surat pemyataan terkait lembaga tidak sedang dalam konflik /sengketa (ditanda tangani
oleh ketua yayasan dan kepala lembaga bermaterai 6000).

11. Pas fhoto terbaru ketua yayasan ukuran 3x4 cm

12. Foto copy KTP ketua yayasan 1 lembar

13. Rencana anggaran biaya operasional per bulan dalam satu tahun (RAPBTK)

14. Foto copy rekening atas nama lembaga.

15. NPWP Lembaga/yayasan

2 Persyaratan Pelayanan
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e  Pemohon berkonsultasi terlebih dahulu guna mendapatkan informasi tentang persyaratan
kelengkapan pengajuan izin oprasional sekolah baik PAUD, SD, SMP, LKP, LPP, PKBM.

e  Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memberikan informasi tentang persyaratan
kepada pemohon berupa lembaran informasi syarat-syarat pengajuan izin oprasional sekolah
baik PAUD, SD, SMP, LKP, LPP, PKBM.

e  Pemohon menyampaikan berkas permohonan izin oprasional sekolah PAUD, SD, SMP,
LKP, LPP, PKBM dalam bentuk proposal yang telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan
yang didapat (berkas dijilid dalam bentuk proposal dalam rangkap 3) ke kantor PTSP.

a : e  Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mengirim berkas ke Dinas untuk menentukan

3 Sistem Mekanisme dan kelagakean,

Prosedur e Koordinasi internal bidang guna menentukan jadwal bagi tim visitasi dilapangan Dinas
Pendidikan.

Tim melakukan tinjauan ke lapangan guna verifikasi yang diajukan oleh pemohon.

e Tim verifikasi melakukan koordinasi (Rapat) guna mengambil keputusan bilamana
memenuhi syarat maka izin layak diterbitkan, bilamana tidak memenuhi persyaratan maka
pemohon tidak layak diberikan izin (ditolak).

e  Mengirimkan berkas lagi ke Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk proses
penerbitan SK Pendirian.

e  Setelah SK pendirian izin keluar, pemohon mengambil SK pendirian ke Kantor PTSP.
1. Pendaftaran : 5 - 15 Menit

4 Jangka Waktu Penyelesaian 2. Penyelesaian s 1 Hari Kerja
3. Pengambilan : 5 — 10 Menit

5 Biaya / Tarif Tidak Dipungut Biaya / GRATIS

SP4N : lapor.go.id
Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan No. WA : 081273334996
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KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES
PENGELOLAAN PELAYANAN PENERBITAN IJIN OPERASIONAL
LEMBAGA PAUD, SD, SMP, LEMBAGA NON FORMAL LKP DAN PKBM

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Pendidikan dan Kebudayaan

Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas

Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas berada di Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Bandar Lampung :

Buku Pendaftaran dan Register

Blangko Ijin Operasional

Komputer : 1 unit

Printer : 1 unit

Kompetensi Pelaksana

a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;

b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;

©

Disiplin dan taat waktu pelayanan;

Pengawasan Internal

Berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang Pendidikan Dasar / Kepala
Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, Sekretaris hingga Kepala Dinas.

Jumlah Pelaksana

1. Operator : 1 orang;

2. Petugas Adm di Dinas : 3 orang;

Jaminan Pelayanan

1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Adanya Kode Etik Pegawai;
3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pelayanan

Apabila [jin Operasional sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan
terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. Jika dalam waktu 14 hari
belum juga diambil, maka petugas akan menghubungi pemohon melalui

telepon, email ataupun whatshapp.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program
kegiatan dan pelayanan;
2 Melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan

berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

_——KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

/. \“KOTA BANDAR LAMPUNG,

EKA AFRIANA, S'Pd.
Pembina Tk. 1
! NEPg 1_9_730425 200804 2 001




